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BUPATI JEPARA,

bahwa dengan wmemperhatikan kondisi perekonomian
nasional yang berimplikesi pada perekonomisn daerah,
khususnya & Kubupaten Jepara yang berkaitan dengan
biaya sewa rumash bagn Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Jepara. malca perlu  adanye penyesuaian
pembiayaan dan peru meninjau kembali Peratiran Bupat;
Jepara Nomor 66 Tahun 2008 temtang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Jepara

bahwa berdesarkan surat Kepala Kclurahan Panggang
tanggal 5 Oktober 2011 nomor 012/70, Kepala Kelurahan
Potroyudan tanggal 5 Okwber 2011 nomer 012 /140, Kepala
Kelurahan Kauman tanggal & Oktober 2011 nomor 012 /131,
Repala Kelurshan Bulu wnggal 10 Cktober 2011 nomor
012/83 dan Kepala Kelurahan Bapangan tanggal 11 Oktober
2011 nomar 012/105/X /2011 perihal Tarp Sewn Rumah di
Kelurahan wyang bersangkutan ditambah dengan blaya
Telepon, Listrik, Air bersih, Ruang AC dan Garasi Kendarasan
Roda 4 (Empat), dinyatokan bahwa haga sewa rumah
terendah  scbesar Rp40.000.000,00 dan tertinggi Rp
60.000.000,00 per ahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimans dirmaksud
dalammn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Jepara tentang Perubohan Kedua atas Peraturan
Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tenmang Tunjangan
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyst Dacrah habupatcn Jepara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun M50 tentang
Pembentukan Duerah-Duaerah Kabupaten Dalarn

Lingkungan Provinsi Jewa Tengah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pajak
Penghasilan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1383 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263). schagaimana wwlah beberapa kali
divbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
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2008 terxang Perubahan Kkecmpat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lemboaran Negara Republik Indonesia Nomor
4B93);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang heuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1! Tahun 2004 temang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lermbaran
Negara Repubilik indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tashun 2004
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jLembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 353
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389}

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 wntang Sistem
Perencanann Pembangunan Nasional (Lembaran Negata
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  temang
Pemcerintahan Duerih (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125. Tambabhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana teluh
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 temang
Pemerintahan Dacrsh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undeng Nomor 33 Tabun 2004 ientang
Perimbangarr Keuangan Antara Pemcrintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Fermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan
Perwakilun Duerah dun Dewan Perwakilbhn Rakyal Dacrah
(Lembaran Ncegara Republik Indoncsia Tehun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043},

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peruturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negura
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Rcepublik  Indonesia  Nomor 3008
sebagaimana, tedah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketigabelas atos Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 wentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
24);
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. Peraturan Pemerintah Nomor M Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protakoler den Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4416},
sebagaimana telwh beberapa kuli diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2! Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tohun 2004 tentang Kedudukan Prowkoler Dun Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilun Rakyat Daerah
{Lembaran Negaru Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negarn Republik indonesia Nomor
4712

12. Peraturan  Pemenmtah Nomor 358 Tahun 2005 tentang

13.

Pengelolaan Keuangan Duerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalarmm Negeri Nomor 7 wahun 2006
tentang  Standansasi Sarona dan  Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, scbagaimana telah diubsh dengan
Pperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 wahun 2007
tentang Perubshan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana herja Pemerintahan Dacrah;

14. Peraturan Dacrah Rabupaten Jepara Nomor 8 Tuhun 2004

15.

tentang Reduduksn Reuangan Pimpinan Dan  Anggoa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara
[Lembuaran Dacrah Kabupaten Jepara Tabhun 2004 Nomor
25). schbaguimana telah beberapa kal diubah  terakhir
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nemor 3
Tahun 2007 tentang Perubahan ketign Atas Peraturan
Dacrah Rabupaten Jepurn Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwukilan Rakyut Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran
Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tunjungan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilun Rakyat Dacrah Kabupaten Jepars {Berita Dacrah
Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 13), sebagaimans
telah diubah dengan Permurun Bupati Jepara Nomor 66
talun 2008 tentang Perubshun Aws Peraturan Bupati
Jepara Nomor 14 tahun 2005 tentang Tunjangan
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewun Perwokilan
Ralcyot Dacruh Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2008 Nomor 333),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA LDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
RABUPATEN JEPARA.



i Pasal |

pntuan Pasal 2 Peraturan Dupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tunengan Perumahen bag Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Raubupaten Jepara (Be ia Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor
13), scbagairmana telsh diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 66
mhun 208 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepars Nomor 14 tahun

tertang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perw akil-.an Rakyat Daerah Kabupaten Jepars (Berita Dacrah Kabupaten Jepara
Tahun 2008 Nomer 313, diubah schingga keseluruhan Pasal 2 berbunwi

scbagai bertkut

Pasal 2

(1] Pimpmnan dan Anggota DPRD diberikan munjangan perumahan dalam
bentuk uang dan dibavarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut

a. Ketua DPRD scbesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

b. Wakil Ketua DPRD scbesar Rp 4.500.000,. (Empat juta lma ratus rbu
rupiahj.

¢. Anggotla DPRD schesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiahy.

Tunjangan perumshan scbagaimana dimaksud pade avat (1) umuk
Pimpinan DPRD dan Anggota NDPRD vang baru atau penggant antar waktu
dibayarkan te rinung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
Tumjangan perumahan scbugaimana dimaksud pada avar (1) dikenakan
papk scsual peraturan perundang-undangan vang berlaku.

4 Tunjangan perumahan scbaguimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dibenkan apabilx Pemerintah Dacrah sudah menyediakan rumah jabatan
bagi Pimpinan DPRD atau rumah dinas bagi anggota DPRD.

Panal 1
Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal 1 Januari 2012,

Agar sctiap orang dapat mengetahuinva, memerimtabkon Pengundangan
Peraturan Bupat i dengan pencmpatanm ca dalam Berda Daerah Kabupaten
Jepara

itetapkan di .Jepara
pada angeel 22 Pocamog 2011

=" HENDRO MARTOJO

Diundangkan i Jepara
pada tanggal >3 Qecamber 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA
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BERITA DAERAH'KABUPATEN JEPARA TAHUN 201l NOMOR 46



